
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Lbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUA BAJO

Pengadilan  Agama  Labuan  Bajo  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

perdata  agama dalam tingkat  pertama,  dalam sidang  Hakim Tunggal,  telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Nur Halifah binti  M. Amin,  NIK  5206064610810003,  tempat

dan tanggal  lahir  Bugis Sape, 06 Oktober 1981,

agama  Islam,   pendidikan  Sekolah Menengah

Atas,  pekerjaan  Mengurus  rumah  tangga,

bertempat tinggal di Jalan Van Bekum tepat depan

SMK Loyola, RT RW -, Kelurahan Wae Kelambu,,

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,

Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  dalam  hal  ini

menggunakan domisili  elektronik pada alamat e-

mail:  nurhalifah2212@gmail.com,  sebagai

Pemohon;

Dengan Ini Mengajukan Permohonan Perwalian dari:

Nama : Muhammad Mahib Al Khabir bin Suhardin

Tempata tanggal lahir: Selong Lotim, 09 Maret 2011

Umur : 11 (Sebelas) tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Sekolah Dasar        

Alamat :Jalan  Van  Bekum  tepat  depan  SMK  Loyola  Labuan  Bajo

Kelurahan  Waekelambu,  Kecamatan  Komodo,  Kabupaten  Manggarai  Barat,

Provinsi  Nusa Tenggara Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
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DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  tanggal  25

September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-

court dengan register Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Lbj. tanggal 04 Oktober

2024, dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Muhammad Mahib binti  M.Amin adalah anak kandung

dari pasangan suami istri antara  Suhardin bin A. Rasyad  dengan Nur

Halifah binti M. Amin, sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak

tersebut;

2. Bahwa  antara  Pemohon  Nur  Halifah  binti  M.  Amin

dengan  ayah kandung Suhardin bin A. Rasyad telah bercerai,  sesuai

dengan  Akte  Cerai  Nomor  :  28/AC/2024/P.Lbj,  pada  tanggal  09  Juli

2024;

3.---------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa setelah bercerai  Pemohon Nur  Halifah  binti  M.  Amin  dengan

ayah  kandung  anak  tersebut  Suhardin  bin  A.  Rasyad,  maka anak

tersebut menjadi tanggungjawab  dan  berada dalam

pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung  dari anak

tersebut;

4.---------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung

dibawah umur Pemohon dengan ayah kandung anak tersebut Suhardin

bin A. Rasyad guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan

hukum anak dibawah umur tersebut  dan untuk mengurus surat-surat

berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut; 

5.---------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa sejak  bercerai  antara  Pemohon  Nur  Halifah  binti  M.  Amin

dengan ayah kandung anak tersebut  Suhardin bin A.  Rasyad  hingga

diajukannya permohonan ini tidak ada pihak  lain  yang  menyatakan

keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

6.---------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai

berikut:
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1) Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut

atas bagian harta dari ayah kandungnya Suhardin bin A. Rasyad,

berupa  sebidang  tanah  yang  terletak  di  lokasi  yang  dikenal

bernama  Wae  Lemba,  Dusun  Marombok,  Desa  Golo  Bilas,

kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran

panjang  15  m2  dan  lebar  10  m2.  Yang  selama  ini  digunakan

sebagai  tanah  kebun  sejak  tahun  2021  dengan  baik  sampai

sekarang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Berbatas dengan gang/jalan

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik Ali Imran

Sebelah Timur : Berbatas denga tanah milik Abdurachman

Sebelah Barat: Berbatas dengan tanah milik Siti Saira

Pada mulanya tanah tersebut dimiliki oleh Bapak Abdurrachman,

kemudian pada tanggal 08 Maret 2020 dihibahkan kepada Bapak

Hajenang, S.H.,MH, selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2021 dijual

kepada  ayah  kandung  anak  tersebut  Suhardin  bin  A.  Rasyad,

kemudian tanah tersebut sejak dikuasai Suhardin bin A. Rasyad

tidak dalam keadaan sengketa baik status kepemilikan maupun

batas-batasnya;

2) Bahwa anak   tersebut butuh perlindungan,  pengawasan

dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;

3) Bahwa Pemohon bersedia  dan  bertanggungjawab serta

tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga

dewasa dan hidup mandiri;

7.---------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas,  Pemohon mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Labuan Bajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1.--------------------------------------------------------------------------------------------

Mengabulkan permohonan Pemohon; 
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2.--------------------------------------------------------------------------------------------

Memberikan  izin  kepada  Pemohon  mengajukan perwalian dengan

alasan berupa:

1) Dalam rangka mengurus diri  dan hak anak tersebut atas

bagian harta dari ayah kandungnya Suhardin bin A. Rasyad, berupa

sebidang tanah yang terletak di lokasi yang dikenal bernama Wae

Lemba, Dusun Marombok, Desa Golo Bilas, kecamatan Komodo,

kabupaten  Manggarai  Barat  dengan  ukuran panjang  15  m2 dan

lebar 10 m2. Yang selama ini digunakan sebagai tanah kebun sejak

tahun  2021  dengan  baik  sampai  sekarang  dengan  batas-batas

sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Berbatas dengan gang/jalan

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik Ali Imran

Sebelah Timur : Berbatas denga tanah milik Abdurachman

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik Siti Saira

Pada mulanya tanah tersebut dimiliki oleh Bapak Abdurrachman,

kemudian pada tanggal 08 Maret 2020 dihibahkan kepada Bapak

Hajenang, S.H.,MH, selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2021 dijual

kepada  ayah  kandung  anak  tersebut  Suhardin  bin  A.  Rasyad,

kemudian tanah tersebut sejaka dikuasai Suhardin bin A. Rasyad

tidak dalam keadaan sengketa baik status kepemilikan maupun

batas-batasnya;

2) anak tersebut butuh perlindungan,  pengawasan dari

Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;

3) Pemohon bersedia  dan  bertanggungjawab serta tanpa

paksaan mengasuh  dan  memelihara anak  tersebut sehingga

dewasa dan hidup mandiri;

3.--------------------------------------------------------------------------------------------

Menetapkan  Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon

dengan ayah kandung anak tersebut Suhardin bin  A.  Rasyad,  anak

tersebut yang bernama Muhammad Mahib Al Khabir bin Suhardin umur

13 tahun, agama Islam;

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Lbj.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.--------------------------------------------------------------------------------------------

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

SUBSIDAIR  ;  

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Pemohon  hadir  di

persidangan;

Bahwa  perkara  dilanjutkan  dengan  pembacaan  surat  permohonan

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

Surat:
1. Surat Keterangan Domisisli, Nomor: Pem.041/3209/IX/2024, atas

nama  Nur  Halifa (Pemohon),  yang  dikeluarkan  oleh  Lurah  Wae

Kelambu, tanggal 26 September 2024, bukti surat tersebut telah di-

nazegelen dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  sesuai,

kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan

diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 28/AC/2024/PA.Lbj antara Nur

Halifah binti M. Amin  (Pemohon) dengan  Suhardin bin A. Rasyad

tanggal  9  Juli  2024,  yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Agama

Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Timur,  tanggal  9 Juli  2024,  bukti  surat  tersebut tersebut  telah  di-

nazegelen dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  sesuai,

kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi  tanggal dan

diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53133-LT-02032015-0035

nama Muhammad Mahib Al  Khabir,  yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Lembata,

Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 02 Maret 2012,  bukti  surat

tersebut tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan

aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda

P.4, diberi tanggal dan diparaf;
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4. Fotokopi  Kartu  Keluarga  Nomor  5306033006150003,  yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 30 Juni

2015,  bukti  surat  tersebut tersebut  telah  di-nazegelen dan  telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,  kemudian oleh Hakim

Tunggal diberi tanda P.4, diberi tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah, atas nama

Suhardin, pada tanggal 04 Mei 2023, bukti surat tersebut telah di-

nazegelen dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  sesuai,

kemudian diberi tanda P.4, diberi tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah,

atas nama Suhardin, pada tahun 2021, bukti surat tersebut telah di-

nazegelen dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  sesuai,

kemudian diberi tanda P.4, diberi tanggal dan diparaf;

Saksi:

1. Amirullah bin Muhamad Sardan, umur 26 tahun, agama

Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,  bertempat  kediaman di  Cowang

Dereng,  RT-  RW-,  Desa  Baru  Cermin,  Kecamatan  Komodo,

Kabupaten  Manggarai  Barat,  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon sebagai  tetangga

Pemohon;

- bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama

Suhardin;

- bahwa  dari  pernikahan  Pemohon  dan Suhardin  bin  A.

Rasyad telah  dikaruniai  1  (satu)  orang  anak  yang  bernama

Muhammad Mahib Alkabir;

- bahwa  usia  Muhammad  Mahib  Alkabir,  13  (tiga  belas)

tahun  dan masih dibawah umur;

- bahwa  Pemohon  telah  cerai  dengan  ayah  kandung  dari

anak  Muhammad Mahib Alkabir pada tahun 2024;

- bahwa  Pemohon  adalah  sosok  ibu  yang  sangat  baik,

sayang dan peduli kepada anaknya, tidak pernah menelantarkan
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apalagi  melakukan  tindakan  kekerasan  terhadap  anaknya serta

bertanggungjawab dalam mengasuh dan memelihara anak-anak

tersebut;

- bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai tingkah laku atau

adab yang baik dalam segala perilaku hidupnya, termasuk dalam

mendidik,  membimbing anak-anaknya dan mengelola  keuangan

rumah  tangga  serta  tidak  pernah  melakukan  tindak  pidana

terhadap anak; 

- bahwa Pemohon memberikan  pendidikan  yang  baik  dan

layak kepada anak-anaknya baik pendidikan formil  maupun non

formil seperti mengaji;

- bahwa  saksi  mengetahui  maksud  Pemohon  mengajukan

permohonan  perwalian  guna mengurus  hak anak tersebut atas

bagian harta  dari  ayah  kandungnya  Suhardin  bin  A.  Rasyad,

berupa  sebidang  tanah  yang  terletak  di  lokasi  yang  dikenal

bernama  Wae  Lemba,  Dusun  Marombok,  Desa  Golo  Bilas,

kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran

panjang  15  m2  dan  lebar  10  m2.  Yang  selama  ini  digunakan

sebagai  tanah  kebun  sejak  tahun  2021  dengan  baik  sampai

sekarang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Berbatas dengan gang/jalan

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik Ali Imran

Sebelah Timur : Berbatas denga tanah milik Abdurachman

Sebelah Barat :  Berbatas  dengan  tanah  milik  Siti

Saira

- Pada  mulanya  tanah  tersebut  dimiliki  oleh  Bapak

Abdurrachman,  kemudian  pada  tanggal  08  Maret  2020

dihibahkan  kepada  Bapak  Hajenang,  S.H.,MH,  selanjutnya

pada tanggal 27 Mei 2021 dijual kepada ayah kandung anak

tersebut  Suhardin  bin  A.  Rasyad,  kemudian  tanah  tersebut

sejak dikuasai Suhardin bin A. Rasyad tidak dalam keadaan

sengketa baik status kepemilikan maupun batas-batasnya;
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- bahwa setahu saksi tanah tersebut digunakan untuk biaya

pendidikan anak Pemohon yang bernama  Muhammad Mahib Al

Khabir bin Suhardin serta untuk keperluan sehari-hari  Pemohon

dan anaknya;

2. Rian Munandar bin Aminullah,  umur 29 tahun,  agama  Islam,

Pendidikan  SMA,  pekerjaan  Wiraswasta,  bertempat  kediaman di

Sernaru, RT- RW – Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo,

Kabupaten  Manggarai  Barat,  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan sebagai berikut:

- bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon sebagai  tetangga

Pemohon;

- bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama

Suhardin;

- bahwa  dari  pernikahan  Pemohon  dan Suhardin  bin  A.

Rasyad telah  dikaruniai  1  (satu)  orang  anak  yang  bernama

Muhammad Mahib Alkabir;

- bahwa  usia  Muhammad  Mahib  Alkabir,  13  (tiga  belas)

tahun  dan masih dibawah umur;

- bahwa  Pemohon  telah  cerai  dengan  ayah  kandung  dari

anak  Muhammad Mahib Alkabir pada tahun 2024;

- bahwa  Pemohon  adalah  sosok  ibu  yang  sangat  baik,

sayang dan peduli kepada anaknya, tidak pernah menelantarkan

apalagi  melakukan  tindakan  kekerasan  terhadap  anaknya serta

bertanggungjawab dalam mengasuh dan memelihara anak-anak

tersebut;

- bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai tingkah laku atau

adab yang baik dalam segala perilaku hidupnya, termasuk dalam

mendidik,  membimbing anak-anaknya dan mengelola  keuangan

rumah  tangga  serta  tidak  pernah  melakukan  tindak  pidana

terhadap anak; 

- bahwa Pemohon memberikan  pendidikan  yang  baik  dan

layak kepada anak-anaknya baik pendidikan formil  maupun non

formil seperti mengaji;
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- bahwa  saksi  mengetahui  maksud  Pemohon  mengajukan

permohonan  perwalian  guna mengurus  hak anak tersebut atas

bagian harta  dari  ayah  kandungnya  Suhardin  bin  A.  Rasyad,

berupa  sebidang  tanah  yang  terletak  di  lokasi  yang  dikenal

bernama  Wae  Lemba,  Dusun  Marombok,  Desa  Golo  Bilas,

kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran

panjang  15  m2  dan  lebar  10  m2.  Yang  selama  ini  digunakan

sebagai  tanah  kebun  sejak  tahun  2021  dengan  baik  sampai

sekarang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Berbatas dengan gang/jalan

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik Ali Imran

Sebelah Timur : Berbatas denga tanah milik Abdurachman

Sebelah Barat :  Berbatas  dengan  tanah  milik  Siti

Saira

- Pada  mulanya  tanah  tersebut  dimiliki  oleh  Bapak

Abdurrachman,  kemudian  pada  tanggal  08  Maret  2020

dihibahkan  kepada  Bapak  Hajenang,  S.H.,MH,  selanjutnya

pada tanggal 27 Mei 2021 dijual kepada ayah kandung anak

tersebut  Suhardin  bin  A.  Rasyad,  kemudian  tanah  tersebut

sejak dikuasai Suhardin bin A. Rasyad tidak dalam keadaan

sengketa baik status kepemilikan maupun batas-batasnya;

- bahwa setahu saksi tanah tersebut digunakan untuk biaya

pendidikan anak Pemohon yang bernama  Muhammad Mahib Al

Khabir bin Suhardin serta untuk keperluan sehari-hari  Pemohon

dan anaknya;

Bahwa  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Lbj.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon

yang beragama Islam terhadap anak kandung Pemohon yang beragama Islam

dan masih belum mencapai umur 13 (delapan belas) tahun atau belum pernah

melangsungkan pernikahan, oleh karenanya terhadap anak yang masih belum

cakap melakukan perbuatan  hukum diperlukan seorang wali  yang  bertindak

mewakili  kepentingan  mereka  baik  atas  pribadi  anak-anak tersebut  maupun

harta bendanya, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Penjelasan

Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jis. penjelasan Pasal

33  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  yang  kemudian  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perlindungan Anak,

maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa  Pemohon  adalah  ibu  kandung  dari  anak  yang

hendak  berada  dibawah  perwalian  Pemohon,  oleh  karenanya  Pemohon

memiliki  legal standing (kewenangan  dan  kepentingan  hukum) untuk

mengajukan permohonan a quo;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan,

namun oleh  karena  perkara ini  merupakan  perkara Voluntair  (permohonan),

maka  pelaksanaan  mediasi  di  pengadilan  dalam  perkara  ini  sebagaimana

ketentuan  Pasal  4  Ayat  (2)  huruf  (d)  Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak

dapat dilaksanakan; 

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa dalil-dalil  permohonan  Pemohon pada  pokoknya

adalah sebagai berikut:

1. Pemohon  mengajukan  perwalian  atas  anak  kandung  yang

bernama  Muhammad  Mahib  Al  Khabir  bin  Suhardin,  lahir  pada

tanggal 16 Desember 2009 (umur 11 tahun);

2. Tujuan  Pemohon  mengajukan  perwalian  guna  kepentingan

hukum anak dibawah umur atas bagian harta  dari  ayah kandung

Muhammad Mahib Al Khabir bin Suhardin yang bernama  Suhardin

bin A. Rasyad;

3. Harta  dari  ayah  kandungnya  Suhardin  bin  A.  Rasyad  berupa
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sebidang tanah yang terletak di lokasi yang dikenal bernama Wae Lemba,

Dusun  Marombok,  Desa  Golo  Bilas,  kecamatan  Komodo,  kabupaten

Manggarai Barat dengan ukuran panjang 15 m2 dan lebar 10 m2. Yang

selama ini digunakan sebagai tanah kebun sejak tahun 2021 dengan baik

sampai sekarang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan gang atau jalan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan milik Ali Imran;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdurahman;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Siti Saira;

4. Tujuan  Pemohon  mengajukan  perwalian untuk  mengurus

dokumen jual  beli  tanah karena anak yang bernama  Muhammad

Mahib Al Khabir bin Suhardin masih belum cakap hukum;

5. Penjualan harta peninggalan tersebut atas sepengetahuan dan

persetujuan dari yang merupakan ahli waris dan mendapatkan hak

dari  harta  peninggalan  tersebut  serta  atas  sepengetahuan  dan

seizing dari Suhardin bin A. Rasyad sebagai bapak kandungnya

6. Anak yang masih dibawah umur tersebut butuh perlindungan dan

pengawasan dari Pemohon;

7. Pemohon bersedia dan bertanggungjawab dan tanpa paksaan

untuk  mengasuh  dan  memelihara  anak  dibawah  umur  tersebut

hingga dewasa;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  Pemohon  untuk  menguatkan  dalil-dalilnya  telah

mengajukan bukti-bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi

yaitu Amirullah bin Muhamad Sardan dan Rian Munandar bin Aminullah;

Menimbang,  bahwa  bukti  yang diberi  tanda P.1 sampai  dengan P.6,

telah  di-nazegelen  dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti

tersebut dapat diterima sebagai  alat  bukti  dan telah memenuhi  syarat formil

sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto Pasal 301 R.Bg juncto Pasal

1888 KUHPerdata;

Menimbang,  bahwa bukti  P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah

memenuhi  syarat  materiil  sebagai  akta  otentik, oleh  karena  itu  mempunyai
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kekuatan pembuktian yang sempurna dan  mengikat sesuai  Pasal  285 R.Bg

juncto Pasal  1870  KUHPerdata,  membuktikan  bahwa  Pemohon  bertempat

tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang,  bahwa bukti  P.2  (Fotokopi  Akta  Cerai)  telah  memenuhi

syarat  materiil  sebagai  akta  otentik, oleh  karena  itu  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal

1870 KUHPerdata, membutikan bahwa telah terjadi perceraian antara Suhardin

bin A. Rasyad (Pemohon) dengan Nurhalifah binti M. Amin pada tanggal 9 Juli

2024 di hadapan Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Kelurga) telah memenuhi

syarat materiil  sebagai  akta  otentik, oleh  karena  itu  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal

1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah ibu dari Muhammad

Mahib Al Khabir bin Suhardin;

Menimbang,  bahwa bukti  P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah

memenuhi  syarat  materiil  sebagai  akta  otentik, oleh  karena  itu  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan  mengikat sesuai  Pasal  285 R.Bg

juncto Pasal  1870  KUHPerdata,  membuktikan  bahwa  Muhammad  Mahib  Al

Khabir  bin  Suhardin adalah  anak  Suhardin  bin  A.  Rasyad  sebagai  bapak

kandungnya dengan  Nurhalifah binti  M.  Amin sebagai  ibu kandungnya yang

lahir pada tanggal  09 Maret 2011 atau masih belum berumur 13 (tiga belas)

tahun;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.5  (Fotokopi  Surat  Keterangan  Perjanjian

Jual Beli tanah) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta di bawah tangan,

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan  cukup,  sesuai  dengan  Pasal  288  R.Bg  jo.  Pasal  1875  KUH  Perdata

membuktikan  bahwa  tujuan  perwalian  ini  dibuat  untuk  menandatangani

dokumen akta jual beli tanah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Riwayat Kepemilikan Tanah) telah

memenuhi syarat materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu bukti

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai

dengan  Pasal  288  R.Bg  jo.  Pasal  1875  KUH Perdata  membuktikan  bahwa
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Pemohon menyanggupi  perwalian untuk menandatangani  dokumen akta jual

beli tanah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil

sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309

R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Muhammad Mahib Al Khabir bin Suhardin

adalah anak yang masih dibawah umur atau belum mencapai usia 18 (delapan

belas) tahun.  Dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian

harta dari ayah kandungnya  Suhardin bin A. Rasyad, berupa sebidang tanah

yang terletak di lokasi yang dikenal bernama Wae Lemba, Dusun Marombok,

Desa  Golo  Bilas,  kecamatan  Komodo,  kabupaten  Manggarai  Barat  dengan

ukuran panjang 15 m2 dan lebar 10 m2. Yang selama ini digunakan sebagai

tanah kebun sejak tahun 2021 dengan baik sampai sekarang dan kebutuhan

sehari-hari. Pemohon juga sebagai ibu dari anak tersebut mempunyai perilaku

yang  baik  dan  termasuk  ibu  yang  dapat  mengasuh  dan  memelihara  anak

tersebut hingga dewasa serta dapat bertanggungjawab atas diri dan harta dari

anak yang masih dibawah umur;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Suhardin bin A. Rasyad dan Nur Halifah binti M. Amin adalah

suami  istri  sah  yang  menikah  dan  sekarang  telah  becerai  dan

mempunyai  seorang  anak  yang  bernama  Muhammad  Mahib  Al

Khabir bin Suhardin  pada tanggal 9 Maret 2009;

2. Bahwa Pemohon mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah

melakukan pelanggaran hukum;

3. Bahwa Pemohon mampu mengasuh, mendidik dan memberikan

pendidikan  yang  baik  dan  layak  kepada  anaknya  serta  mampu

mempertanggungjawabkan  harta  atas  anak  yang  masih  dibawah

umur tersebut;

4. Bahwa maksud perwalian ini adalah guna mewakili mengurus diri

dan  hak  anak  tersebut  atas  bagian  harta  dari  ayah  kandungnya

Suhardin  bin  A.  Rasyad,  berupa  sebidang  tanah  yang  terletak  di

lokasi yang dikenal bernama Wae Lemba, Dusun Marombok, Desa
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Golo Bilas, kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat dengan

ukuran panjang 15 m2 dan lebar 10 m2. Yang selama ini digunakan

sebagai  tanah  kebun  sejak  tahun  2021  dengan  baik  sampai

sekarang;

Pertimbangan Petitum Perwalian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perwalian, Hakim Tunggal

memberikan pertimbangan sebagai berikut: 

Menimbang bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 yang berbunyi:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada

dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali; 

(2) Perwalian  itu  mengenai  pribadi  anak  yang  bersangkutan

maupun harta bendanya;

Menimbang  bahwa  dari  ketentuan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa

Pemohon menurut hukum dapat menjadi wali dari Muhammad Mahib Al Khabir

bin Suhardin yang belum dewasa sekaligus menjadi kuasa untuk melakukan

perbuatan hukum dengan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang  bahwa  perwalian  dimaksudkan  untuk  memberikan  hak

kepada  seseorang  melakukan  perbuatan  hukum  sebagai  wakil  untuk

kepentingan dan atas nama anak untuk mengurus mengenai pribadi anak yang

bersangkutan  maupun  harta  bendanya  atau  memberikan  jaminan

kesejahteraan penghidupan anak-anak termasuk mengurus harta-harta  yang

menjadi  hak dari  anak-anak dibawah perwaliannya (Vide  Pasal  50  Undang-

Undang Nomor  1 tahun 1974 Tentang Perkawinan  juncto Pasal  1  huruf  (h)

Kompilasi  Hukum  Islam),  sehingga  yang  menjadi  pertimbangan  mendasar

dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap

Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta

anak  yang  akan  berada  dibawah  perwaliannya  dengan  sebaik-baiknya  dan

semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974  juncto  Pasal  107  ayat  4  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa  wali

sedapat-dapatnya  diambil  dari  keluarga anak tersebut  atau  orang  lain  yang
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sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau berbadan

hukum;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta  tersebut  diatas  terbukti  bahwa

Muhammad Mahib Al Khabir bin Suhardin masih belum dewasa karena belum

berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan pernikahan (vide

pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) sehingga

konsekuensi  hukumnya belum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum,

oleh sebab itu untuk melindungi kepentingan anak tersebut,  maka perlu orang

yang sudah dewasa dari pihak keluarganya untuk menjadi wali guna mendidik,

merawat dan mengurus hak-haknya atau hartanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim

Tunggal berkesimpulan bahwa Pemohon adalah ibu yang peduli, sayang, dapat

bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan anak

tersebut,  dan  tidak  ada  fakta  yang  menunjukkan  bahwa  Pemohon  dikenal

sebagai  orang  yang  tidak  baik terhadap  anaknya  terbukti  Pemohon  tidak

pernah  melakukan  tindak  pidana  terhadap  anak.  Oleh  karenanya  Hakim

Tunggal berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap

bertindak  sebagai  seorang  wali,  baik  terhadap  diri  anak  tersebut  maupun

terhadap harta-harta yang menjadi hak dari anak tersebut, sehingga Pemohon

layak ditunjuk menjadi  wali  untuk mengurus semua kepentingan Muhammad

Mahib Al Khabir bin Suhardin sampai dewasa (berumur 18 tahun) atau telah

melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus

Sunnah Juz III  hal.  589 di mana Majelis sependapat yang berbunyi  sebagai

berikut :

Artinya :    perwalian terhadap anak kecil,  orang safih (tidak mampu
bertindak  secara  hukum)  dan  orang  gila  itu  adalah  hak
ayah.  Apabila  ayah  tidak  ada  maka  beralih  kepada
penerima  wasiat,  bila  penerima  wasiat  tidak  ada,  maka
beralih kepada keputusan hakim, kakek, dan ibu…..” ;
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas,  maka  Hakim  Tunggal  berkesimpulan  bahwa  permohonan  Pemohon

cukup  beralasan  dan  berdasarkan  hukum  sehingga  permohonan  Pemohon

patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  permohonan  Perwalian  Anak masuk  bidang

perkawinan,  maka  berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya  perkara  harus  dibebankan  kepada

Pemohon; 

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan  anak  bernama  Muhammad Mahib  Al  Khabir  bin

Suhardin, lahir tanggal, 09 Maret 2011 berada dibawah perwalian

Pemohon (Nur Halifah binti M. Amin);

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian  penetapan ini  dijatuhkan  dalam  sidang Hakim Tunggal,

penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan

pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal

13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Harifa, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal dan

dibantu oleh Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri

oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,
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Harifa, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP
Rp      
50.000,00

2. Proses Rp    100.000,00

3. Panggilan Rp 0,00

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp    160.000,00

     (seratus enam puluh ribu rupiah)
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